
 

 
 

 

 
BUPATI TANAH DATAR 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
DAERAHKABUPATN TANAH DATAR 

 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR  35 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH DATAR, 
 

Menimbang 

 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25);   

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

                                                     5. Undang … 

 

 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 

 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana  telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan                                                                                   
Rakyat Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  

Tahun  2007  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);                                                  

11. Peraturan … 



 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

                                                   19. Peraturan … 

 



  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 
Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua  atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 541); 

 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);       

                                                                                                                                              

26. Peraturan … 

 

 



  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor     

132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif 
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif 
Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1320); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 2);           

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 

3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif  (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5  Seri D);          

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 91 Seri D); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B ) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2013 Nomor 1 Seri B ) 

 

                                               33. Peraturan … 



 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 

Seri C ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor  8  Tahun   

2015   tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 8 ) 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 

Seri C ); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 11);                                     

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 8); 

    

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2017. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan     

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 172.812.022.623,56   

 b. Dana Perimbangan Rp. 928.980.499.474,00   

 c. Lain-lain Pendapatan Yang 
Sah 

Rp. 122.766.905.612,00   

  Jumlah Pendapatan   Rp. 1.224.559.427.709,56 

       

     

2. Belanja … 

 



2. Belanja      

 a. Belanja Tidak Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp. 562.662.727.329,00   

  2) Belanja Hibah Rp. 9.116.873.547,00   

  3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.501.710.000,00   

  4) Belanja Bagi Hasil  Rp. 2.402.244.672,00   

  5) Belanja Bantuan 

    Keuangan 

 

Rp. 163.936.466.280,00 

  

  6) Belanja Tidak Terduga Rp. 499.670.183,00   

     Rp.    740.119.692.011,00 

 b. Belanja  Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp. 43.221.378.828,00   

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 237.575.694.886,35   

  3) Belanja Modal Rp. 197.916.990.531,23   

     Rp.   478.714.064.245,58 

  Jumlah Belanja   Rp. 1.218.833.756.256,58 

  Surplus / (Defisit)   Rp.    5.725.671.452,98 

      

3. Pembiayaan     

 a. Penerimaan Rp. 81.292.775.828,23   

 b. Pengeluaran Rp.                   0,00   

  Jumlah Pembiayaan Netto   Rp. 81.292.775.828,23 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 87.018.447.281,21 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  
 

 

 

Pasal 5 ... 
 

 



Pasal 5 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
                                                                                         

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. 
 

 

 
Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 30 Agustus 2018 

BUPATI TANAH DATAR, 

 

               ttd. 
 

IRDINANSYAH TARMIZI 

                             

Diundangkan di Batusangkar  

pada tanggal 30 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH DATAR, 
 

ttd. 

 

HARDIMAN 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 33 
 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA. KAB TANAH DATAR, 

 
ttd. 

 

JASRINALDI, SH, S.Sos 

NIP.19671130 199202 1 002 
 


